



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:
1. Bentuk disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan putusan nomor 968/Pid.B/2025/PN Mdn dan Nomor 1445/Pid.B/2025/PN Mdn yaitu adanya perbedaan pemidanaan kepada terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yaitu pidana penjara 4 tahun kepada Terdakwa M. Irfan dan pidana penjara 5 bulan kepada Terdakwa Fasi Duhu Baene, padahal nilai kerugian yang ditimbulkan untuk pidana 4 tahun lebih kecil dibandingkan dengan nilai kerugian yang ditimbulkan pidana 5 bulan.
2. Pertimbangan hakim memutuskan kesalahan terdakwa dalam putusan nomor 968/Pid.B/2025/PN Mdn dan Nomor 1445/Pid.B/2025/PN Mdn adalah sudah tepat, karena pertimbangan hukum majelis hakim telah menyimpulkan bahwa unsur barang siapa, unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu, unsur yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk sesuai Pasal 184 KUHAP, pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa adalah sudah tepat sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP.
3. Kesesuaian putusan hakim dengan ketentuan hukum pidana terkait pencurian dengan pemberatan dalam putusan nomor 968/Pid.B/2025/PN Mdn dan Nomor 1445/Pid.B/2025/PN Mdn sudah diterapkan dengan baik, yaitu proses penilaian unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan, memperhatikan bukti-bukti yag diajukan selama persidangan, memuat pertimbangan hukum yang mendukung keadilan, putusan harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa dan pemberian sanksi yang proporsional sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, kecuali terhadap pemberian sanksi kepada terdakwa dalam Putusan Nomor 1445 yang kurang proporsional karena Terdakwa hanya dipidana penjara selama 5 bulan, sedangkan ancaman pidana maksimal yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 adalah pidana penjara paling lama 7 tahun. Artinya terdapat perbedaan sebanyak 6 tahun 7 bulan, dengan demikian pemberian sanksi tersebut adalah tidak proporsional.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran terkait temuan penelitian ini, antara lain:
1. Pengadilan diharapkan untuk meningkatkan konsistensi dalam menjatuhkan putusan dengan memperhatikan faktor-faktor yang sama dalam kasus serupa. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan pedoman atau standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur penjatuhan hukuman agar mengurangi disparitas yang tidak berdasar.
2. Hakim harus memastikan bahwa pertimbangan memuat analisis yang adil, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan keadilan substantif, sehingga putusan mencerminkan kebenaran dan keadilan.
3. Hukuman yang dijatuhkan harus berada dalam batas maksimum dan minimum yang diatur oleh hukum, serta mempertimbangkan faktor-faktor pemberat seperti penggunaan kekerasan, alat berat, atau pelaku yang berulang, agar putusan tetap proporsional dan sesuai ketentuan.
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